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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   35   TAHUN  2009

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang      :    
	a. bahwa pupuk dan pestisida mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian sehingga perlu dilakukan pengawasan dalam peredaran, penyimpanan dan penggunaannya;

b. bahwa dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bantul;



	Mengingat        :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang  Perlindungan Tanaman;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/KPTS/ TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;

13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/ Men/1986 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja yang Mengelola Pestisida;

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 93/MPP/Kep/2001 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea  Untuk Sektor Pertanian;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M.Dag/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi;

16. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/ Tim/1985 tentang Pembentukan TIM Pembina Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;



	Memperhatikan:
	1. Surat Komisi Pestisida Departemen Pertanian  Nomor PP.210/VI/VI.02/13/5/2001 tanggal 31 Mei 2001 perihal Komisi Pengawasan Pupuk;

2. Surat Direktorat Jendral Bina Sarana Pertanian Nomor TU.210/VI/VI.02/13/5/2002  Tanggal 29 April 2002 Perihal Komisi Pengawasan Pupuk;



	
	MEMUTUSKAN  :

	Menetapkan
	

	KESATU           :
	Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



	KEDUA             :
	Tugas Komisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah;

a. mengkoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida;

b. mengkoordinasikan usaha-usaha  dalam rangka pengelolaan pestisida yang dilakukan oleh Instansi-Instansi yang bersangkutan sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang masing-masing;

c. melaksanakan pengawasan atas peredaran penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida;

d. menyelesaikan kasus-kasus yang mempunyai dampak negatif akibat penggunaan pupuk dan pestisida;dan

e. merumuskan berbagai permasalahan sebagai bahan laporan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



	KETIGA            :
	Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi bertanggungjawab  kepada Bupati.



	KEEMPAT        :
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal :

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Ka. Bappeda Kabupaten Bantul;

4. Ka. Inspektorat Kabupaten Bantul;

5. Ka. Kepolisian Resor Bantul;

6. Ka. Kejaksaan Negeri Bantul;

7. Ka. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;

8. Ka. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;

9. Ka. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul;

10. Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul;

11. Ka. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

12. Ka. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Bantul;

13. Ka. Sat Pol PP Kabupaten Bantul;

14. Ka. Bag. Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda 

Kabupaten Bantul;

15. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR     35      TAHUN 2009

TANGGAL

Susunan dan Personalia

	No
	Jabatan Dalam Tim
	Jabatan Dalam Dinas
	Nama



	1.

2.

3.


	Ketua Umum

Ketua I

Ketua II

Ketua III

Sekretaris I

Sekretaris II

Anggota
	Bupati Bantul

Sekretaris Daerah Bantul

Assisten Perekonomian & Pembangunan Setda Bantul 

Ka.Dinas  Pertahut Kabupaten Bantul

Ka.Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul

Kabag Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah Setda Kabupaten Bantul

1. Ka. Kepolisian Resor Bantul

2. Ka. Kejaksaan Negeri Bantul

3. Kepala Badan Lingkungan Hidup  Kab. Bantul

4. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul

5. Ka. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Bantul

6. Ka.Sat Pol PP Kab. Bantul

7. Kabid Sarana Prasarana Agribisnis Dipertahut Kab. Bantul

8. Kabid Tanaman Pangan Dipertahut Kab. Bantul

9. Koordinator Pengendalian OPT Kab. Bantul
	


BUPATI BANTUL

M IDHAM SAMAWI
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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR :       TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROGRAM PINJAMAN BERGULIR USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN (KUPK)

DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang  :
	a. bahwa dalam upaya membantu kegiatan usaha masyarakat Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul menempuh kebijaksanaan memberikan pinjaman bergulir bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) di Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf  a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Program Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) di Kabupaten Bantul;



	Mengingat  :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Bantuldalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah Kabupaten Bantul;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

9. Peraturan Bupati Bantul Nomo 78 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;



	
	MEMUTUSKAN:



	Menetapkan     :
	

	KESATU          :
	Membentuk Tim Program Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) di Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana  tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.



	KEDUA            :
	Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Penaggung jawab/ Pembina:

1. memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan dan penyediaan dana Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif bagi KUPK;

2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik  kepada Bupati Bantul;

b. Tim Pelaksana :

1. Mensosialisasikan dan melakukan seleksi KUPK yang telah mengajukan proposal pinjaman bergulir;

2. menunjuk PD. Bank Bantul sebagai pemegang kas;

3. mencairkan pinjaman bergulir kepada KUPK dengan persetujuan Pembina/ Penanggungjawab;

4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembalian pinjaman bergulir;

5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan keuangan secara berkala serta laporan akhir kepada Bupati Bantul.



	KETIGA           :
	Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.



	KEEMPAT       :
	Pedoman Pelaksanaan Program Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) di Kabupaten Bantul adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.



	KELIMA   :
	Segala biaya yamg timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009.



	KEENAM   :
	Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Program Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



	KETUJUH   :
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 

BUPATI BANTUL,

M.IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul

5. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul

6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

7. Kepala Bagian Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah Kab. Bantul

8. Kepala  Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul

9. Direktur PD. Bank Bantul;

10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR                      TAHUN 2009

TANGGAL

Susunan dan Personalia

	NO
	JABATAN DALAM

 TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1.

2. 

3.
	Penanggungjawab

Tim Pelaksana   

a. Ketua I

     Ketua II

b. Bendahara 

c. Sekretaris/ pelaporan

Anggota


	Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda Kab. Bantul

Kasubag Pengembangan Sumber Daya Alam Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda Setda Kab. Bantul.

Ka. Sub. Bid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKK, PP dan KB Kab.Bantul

Unsur Bagian Kejasama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda Kab. Bantul.

Unsur BKK,PP dan KB Kab. Bantul.

1. Kasie Pembukuan Bid. Akuntasi 

Dinas Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul

2. Kasubid Industri, Jasa dan Investasi Bidang Ekonomi Bappeda Bantul

3. Kepala Bagian Kas PD. Bank Bantul

4. Unsur Dinas Sosial Kab. Bantul

5. Unsur Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Setda Kab. Bantul


	Indah I Winarni

Kodrat Untoro,S.Sos

M. Anas Jauhari,SE

P.Tri Panglipur,BA

Widodo

	
	
	
	


BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUAPTI BANTUL

NOMOR

TAHUN 2009

TANGGAL

PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM PINJAMAN BERGULIR EKONOMI PRODUKTIF

BAGI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN (KUPK)

DI KABUPATEN BANTUL

1. Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) di Kabupaten Bantul mengajukan proposal permohonan pinjaman bergulir kepada Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Kejasama dan Pengembangan Potensi Daerah;

2. Pengajuan Pinjaman Bergulir disetujui oleh Koordinator PKB/PPLKB, diketahui Lurah Desa setempat;

3. Pengajuan Pinjamna bergulir harus disetujui oleh bunga sebesar 10% ( sepuluh per seratus) per tahun, dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya operasional sebesar 5% (lima per seratus);

b. Penguatan modal sebesar  5% (lima per seratus);

4.
Pelaksana melakukan seleksi dan peninjauan kepada KUPK yang telah mengajukan proposal permohonan Pinjaman Bergulir kemudian melakukan rapat koordinasi untuk menentukan kelayakan besarnya pemberian pinjaman;

5.
Pelaksana mencairkan dana Pinjaman bergulir kepada KUPK dengan persetujuan Pembina;

6.
Pengendalian rutin dilaksanakan oleh PKB/PPLKB setiap bulan, sedangkan secara berkala dilaksanakan oleh Tim Kabupaten Bantul selama kurun waktu pinjaman;

7.
Pelaksana melaporkan perkembangan dan Pinjaman Bergulir kepada Bupati Bantul secara periodik 1 (satu) tahun sekali;

8. Penempatan dana Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) di PD.Bank Bantul atas nama Bendahara Tim Program Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) di Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANTUL

BAGIAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN

POTENSI DAERAH KAB. BANTUL

Nomor

: 465/






Bantul, 8 Januari 2009

Lamp

:

Hal

: Permohonan Personil 



Kepada :

Yth. Ka.Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul

Di B a n t u l




Untuk menindaklanjuti kegiatan Program Pinjaman Bergulir dalam Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) di Bagian kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Bantul, maka dengan ini mohon untuk mengirimkan 1 (satu) staf untuk duduk dalam Tim Program Pinjaman Bergulir Usaha Ekonomi Produktif. Adapun pengiriman paling lambat tanggal 12 januari 2009.



Demikian atas kerjasamanya dalam kegiatan ini kami ucapkan terima kasih.

KABAG. KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN

 





POTENSI DAERAH

HAROWI SAYUTI,S.Sos

NIP : 490017845

1

